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PEMERINTAHAN DAERAH

Sesual UU 232014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa
penyelenggaraamurusan pemerintahandaerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraanmasyarakat melalui
peningkatan

Pelayanamublik;
Pemberdayaamasyarakat
Peransertamasyarakat
Dayasaingdaerah
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PEMERINTAHAN DAERAH (lanjutan)

dengan memperhatikan prinsip:
Demokrasij

Pemerataan

Keadilan;

Kekhasan suatu daerah
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RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

C Untuk menyusun Perda ttg Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Dan Kabupaten / Kota Kementerian Dalam Negeri
telah menerbitkan Permendagri No. 47 tahun 2012 ttg
Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Ttg Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
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HASIL YANG DICAPAI SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

Fasilitasi dan Evaluasi Perda RTRW

Jumlah Daerah yang telah Menetapkan
Perda RTRW Persentase Jumlah Daerah Yang Telah

menetapkan Perda RTRW
350

306

300

250

200

150

100

~
~

50

N
(8}

Provinsi Kabupaten Kota B Provinsi = Kabupaten Kota



REPUBLIK INDONESIA

e i

1 Bentuk Usaha/
| PENGEMBANGAN : Manajemen
w I Pengelolaan/Metoda
: A pencapaian target
melalui I pembangunan daerah

Pendekatan Pendekatan BRI i il
KEWILAYAHAN Sektoral

¥

Diarahkan untuk mengatasi
kesenjangan wilayah &
pemerataan pembangunan




REPUBLIK INDONESIA

AR iy )
¢ SN ~ LA %
‘} S \ F b
= (==
= S——
—7/R N
S =
Ve |
» L/ :
) L, Al )
vy incon S
VPR [

Strategi Pengembangan Wilayah ]

(berdasarkan keunggulan dan potensi strategis wilayah)

x Potensi strategis wilayah merupakan basis dalam rangka
meningkatkan daya saing wilayah untuk mencapai tingkat
kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

x Pendekatan potensi strategis wilayah menghasilkan
4 (empat) klasifikasi daerah dengan karakteristik yang
berbeda-beda, yaitu:

1) O
2) C
3) d

4) 0

aera
aera
aera
aera

N bertumbuh maju dan cepat (rapid growth region);
N maju tapi tertekan (retarted region);
N berkembang cepat (growing region); dan

n relatif tertinggal (relatively backward region).
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Model pengembangawilayahyang dapat diterapkanuntuk
masingnasinglaeraladalalsebagdnerikut

1) Berpotendiinggl(tipologl & 2) A pengembangdfawasan
StrategiLLepat TumbunKSCT), KawasarPembangunan
Ekonoml erpadKAPET KawasaikkonomKhusugKEK),
KawasaPRerdagangd®ebasianPelabuhaBebagKPBPB),
KoridoEkonomiMBBELI)

2) BerpotensSedandgtipologB) A pengembang&&CT

3) Berpotensiterbatas (tipologi 4A penerapanprogram
Pembangundmerai ertinggdPDT)
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HASIL YANG DICAPAI SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

Percepatan Pertumbuhan Wilayah Melalui KSCT

Penetapan KSCT bertujuan untuk KSCT di KBl dan KTI
mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan
komparatif dan kompetitif produk unggulan
daerahdan dayaTarik kawasanpasardi local,
regional, nasional,daninternasional

m Kawasan Barat Indonesia

Kawasan Timur Indonesia

Jumlah KSCT Menurut Zona Kepulaua

m Kabupaten/Kota
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Sumatera Kalimantan & Maluku & NTT
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DALAM SATU KESATUAN SITEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

20 TAHUN 5 TAHUN 1 TAHUN
PEDOMAN- DIJABARKAN PEDOMAN
—— " ZI|PEDOMAN z DIACU
4
= X
5 20
Tl - é
e (@]
wil . <0
=3 —— [ayal
v D_ |
RPJ® PEDOMAN RPIND DIJABARKAN

PROV =~ PROV :

—_— 4 1
<Z1| PEDOMAN |

X * | -
D = \ g
2 T RENSTRA Z %1 PEDOMAN [REINES
&) o, SKPLPROV S
W 7 o uw
E| | <0
v o I [aya)

. I
RPJND DIJABARKAN PEDOMAN
K/K

PEDOMAN DIACU

v

RENSTRA PEDOMAN RENJA
SKPIK/K SKPIK/K

RPJ PEDOMAN
K/K
-~

{




REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 9 TAHUN 2014 TTG PEDOMAN PENGEMBANGAN
PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD)

. Potensi ekonomi daerah perlu dikembangkan secara optimal menjadi
produk unggulan daerah yang berdaya saing dan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesual dengan kondisi dan kekhasan daerah;

. Menjamin tercapainya sasaran pengembangan produk unggulan daerah
yang didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah yang
mandiri dan tangguh serta menuangkan pengembangan produk unggulan
daerah dalam dokumen perencanaan daerah.

. Pemerintah daerah berwenang menyusun dan menetapkan PUD setiap
tahun dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati/Walikota

. Gubernur dan Bupati/Walikota melalui SKPD menyusun rencana
pengembangan PUD jangka panjang daerah dan jangka menengah
daerah.
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STRATEGI PENGEMBANGAN PUD

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM)
Pengembangan Kelembagaan

Pengembangan Teknologi Tepat Guna
Pemberdayaan Aspek Pemasaran

Perbaikan iklim Investasi
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